
DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali & Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Cetakan ke 1,

Kencana Jakarta, 2012.

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Kurupsi di Indonesia, Bayumedia

Publishing, Malang, 2005.

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Nagara, Sinar

Grafika,Jilid II, Jakarta, 2005.

, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta,

1991

Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

C. S. T. Kansil & Christine S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta,

Jakarta, 2011.

Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika

Aditama, Bandung, 2008.

Djoko Prakoso, Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana,

PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, PT. Bina Aksara, Jakarta,

1987.

Elwi Danil, KORUPSI: Konsep, Tindakan Pidana, dan Pemberantasannya, PT. RajaGrafindo

Persada, Jakarta, 2011.



Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Implikasi Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, Sinar Grafika, Jakarta,

2010.

, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi,

Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat

Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1990

Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung, 2007.

IGM Nurdjana, Korupsi Dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program

Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi, Jakarta, 2005.

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta, 1977.

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing,

Malamg, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta,

Kurniawan,L, Menyingkap Korupsi di daerah, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2003.

Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya,Sinar Grafika,

Jakarta, 1992.

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik, dan

Masalahnya, Alumni, Bandung, 2007.

Lutfi Effendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi, Edisi pertama Cetakan kedua, Bayumedia

Publishing, Malang, 2004.

M. Hamdan, Tindak Pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.

M. Lubis dan J.C. Scott, Korupsi Politik, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.



M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan

Penuntutan, Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009.

, dkk, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada

University Press, Yogyakarta, 2012.

, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan ketujuh, Gadjah

MadaUniversity Press, Yogyakarta, 2001.

, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa

tahun.

R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung

dan Hoge Raad, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2007.

R. Soesilo, Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politeia, Bogor, 1996.

Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

, HukumAdministrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Internasional, Mandar

Maju, Bandung, 2004.

Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indo, Jakarta, 1993.

Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia,

Yogyakarta, 1998.

Sajipto Rahardjo, Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Cetakan. Kedua, Genta

Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.



, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11, PT

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum, Rajawali, Jakarta,

1983.

, Penelitian Hukum Normatif,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2006.

, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986.

, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Indonesia Hillco, Jakarta,

1990.

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep Dan Metode, Setara Press, Malang, 2013.

Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011

Suradi, Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta, Gava Media, Yogyakarta, 2006.

Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato

Nawaksara, Gramedia, Jakarta, 1997.

, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu

Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan,

Universitas Airlangga, Surabaya, 1990.

Tumbur Ompu Sunggu, Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan

Hukum di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2012.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustak, Jakarta, 2007

, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Undang-Undang

 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (KPK)

 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

 Risalah pembentukan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi

(KPK)

Artikel dan Makalah:

Agus Budi Susilo, 2007, Kontrol Yuridis PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha

Negara di Tingkat Daerah, dalam Jurnal Hukum No. 1 Vol. 14 Januari 2007, h. 71,

yang dikutip dari Philipus M.Hadjon dalam tulisannya di Gema Peratur Tahun VI

No.12 Agustus 2000, MARI Lingkungan Peratun.

Eddy O.S Hiariej, Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi :

Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah

Mada, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,  2012.

Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)” Pro Justitia

Tahun XVI Nomor I Januari 1998.

Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di

Indonesia, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan

HAM RI, 2002.

Website:

Badan Pengawas Mahkamah Agung, 2013, Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime dan Tugas

Yuridis Para Hakim, http://bawas.mahkamahagung.go.id,

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index

http://www.hukumonline.com.

http://www.1kata.com/aspek-legal-status-penyidik-kpk-dari-luar-polri-dan-kejaksaan-2



http://www.restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html,Diah Restuning

Maharani , Teori Kewenangan,

http://nasional.kompas.com/read/2016/01/06/13464891/Ini.Saran.Hakim.MK.Agar.Penyidik.I
ndependen.KPK.Tak.Lagi.Dipermasalahkan?utm_source=news&utm_medium=bp-
kompas&utm_campaign=related&


